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BUPATI BARRU 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU 

NOMOR  2  TAHUN  2015  

TENTANG 

PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARRU, 

 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 23 Peraturan 

Pemerintah Nomor 79 Tahun 

2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 13 
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Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji, 

perlu membentuk Peraturan 

daerah tentang Pembiayaan 

Transportasi Jemaah Haji; 

  b. bahwa berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pembiayaan 

Transportasi Jemaah Haji; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat 

II di Sulawesi Selatan 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 
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74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 

  3. Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 

60, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 4845); 

 

  4. Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011  Nomor 

82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 
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  5. Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 

58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 

140, Tambahan aran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

4578); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 

79 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 
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2012 Nomor 186, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5345); 

 8. Peraturan Daerah Kabupaten 

Barru Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah  

Kabupaten Barru (Lembaran 

Daerah Kabupaten Barru 

Tahun 2008 Nomor 29, 

Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barru Nomor  6); 

 9.  Peraturan Daerah Kabupaten 

Barru Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan  

yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Barru 

(Lembaran Daerah Kabupaten 

Barru Tahun 2008 Nomor 24, 

Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barru Nomor 1); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BARRU 

Dan 

BUPATI BARRU 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH 

TENTANG PEMBIAYAAN 

TRANSPORTASI JEMAAH  

HAJI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud 

dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 
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2. Pemerintahan Daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah 

sebagai unsure penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Barru yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan 

rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
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5. Bupati adalah Bupati Barru. 

6. Jema’ah Haji adalah warga Kabupaten 

Barru yang beragama Islam dan telah 

mendaftarkan diri untuk menunaikan 

ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan. 

7. Biaya transportasi adalah biaya 

pengangkutan yang dipergunakan selama 

pemberangkatan dan pemulangan bagi 

jamaah haji dari daerah ke embarkasi dan 

dari debarkasi kembali ke daerah asal. 

8. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan 

Jamaah Haji dengan pesawat terbang. 

9. Debarkasi adalah tempat pemulangan 

Jamaah Haji dari Pesawat Terbang. 

10. Instansi terkait adalah Lembaga/Instansi 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 

yang terkait dalam penyelenggaraan ibadah 

haji daerah terdiri dari Kantor Kementrian 
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Agama Kabupaten Barru, TNI dan/atau 

Polri. 

11. Kantor Kementrian Agama adalah Kantor 

Kementrian Agama Kabupaten Barru. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang selanjutnya disebut APBD, adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintah 

daerah yang dibahas dan disetujui Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan 

dengan peraturan daerah. 

BAB II 

BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI 

Pasal 2 

(1) Biaya transportasi Jemaah Haji meliputi : 

 a. biaya transportasi pemberangkatan dan 

pemulangan jemaah haji; 

 b. pemberian pelayanan pada saat prosesi 

pemberangkatan dan pemulangan jemaah 

haji; dan 
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 c. pemberian pelayanan pengawalan jemaah 

haji dari embarkasi dan dari debarkasi 

kembali ke daerah. 

(2) Besaran dan rincian biaya transportasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a diatur dengan Peraturan Bupati, dengan 

memperhatikan data jemaah haji dari 

Kantor Kementrian Agama. 

(3) Pelaksanaan pembiayaan transportasi 

sebagaimana dimaksud pada huruf a 

berkoordinasi dengan SKPD dan/atau 

instansi terkait dan dapat melalui kontrak 

kerja dengan pihak lain sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3 

(1) Penunjukan pelaksana sarana transportasi 

dilakukan dengan memperhatikan aspek 

keamanan, kenyamanan dan efisiensi. 

(2) Pelaksanaan sarana transportasi 

menggunakan angkutan khusus (sewa) dan 
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bukan angkutan yang dipergunakan 

angkutan umum atau regular, dengan 

mengacu pada jadwal keberangkatan dan 

kepulangan jemaah haji. 

(3) Pelaksanaan sarana transportasi wajib 

memberikan asuransi terhadap jemaah haji. 

(4) Mekanisme penunjukan dan pelaksanaan 

sarana transportasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB III 

PEMBIAYAAN 

Pasal 4 

Biaya transportasi Jemaah Haji dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Barru. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah Kabupaten Barru. 

Ditetapkan di Barru 

pada tanggal 25 Mei 2015 

BUPATI BARRU, 

      Ttd 

ANDI IDRIS SYUKUR 

Diundangkan di Barru 

pada tanggal 25 Mei 2015 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BARRU, 

Ttd 

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU 

TAHUN 2015 NOMOR 2 
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI 

SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2015 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU 

NOMOR       TAHUN 2015  

TENTANG 

PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI 

 
I.  UMUM 

 
Ibadah haji merupakan rukun Islam 

kelima yang wajib dilaksanakan oleh 
setiap orang Islam yang memenuhi syarat 
istitaah, baik secara finansial, fisik, 

maupun mental, sekali seumur hidup.  
 

Untuk menjamin Penyelenggaraan Ibadah 
Haji yang adil, profesional, dan akuntabel 
dengan mengedepankan kepentingan 

jemaah, diperlukan adanya 
penyempurnaan  Penyelenggaraan  

lingkup wilayah Pemerintah Kabupaten 
Barru.         
 

Upaya penyempurnaan tersebut 
dimaksudkan untuk meningkatkan 

kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji 
secara terus-menerus dan 
berkesinambungan yang meliputi 

pembinaan, pelayanan, dan perlindungan 
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terhadap jemaah haji sejak mendaftar 

sampai kembali ke tanah air.  
 

Pelayanan diwujudkan dalam bentuk 
pemberian layanan transportasi, 

kesehatan, serta akomodasi dan 
konsumsi. Perlindungan diwujudkan 
dalam bentuk jaminan keselamatan dan 

keamanan jemaah haji selama 
menunaikan ibadah haji. 

 

Dengan mempertimbangkan hal tersebut 
di atas, perlu disusun Peraturan Daerah 

tentang Pembiayaan Transportasi Jemaah 
Haji agar lebih menjamin kepastian dan 

ketertiban hukum serta memberikan 
perlindungan bagi masyarakat yang akan 
menunaikan ibadah haji.  

 
II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 
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Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN BARRU TAHUN 2015 NOMOR 1 

 


